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Nama : Muhammad Asri
Nim : 10300106040
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Judul Skripsi       : Sanksi Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek             
                                    Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam         
Perkawinan beda agama merupakan suatu fenomena sosial yang ditingkat
intensitasnya terus mengalami peningkatan karena pergaulan manusia tidak lagi
membedakan kewarganegaraan, warna kulit dan agama. Berdasarkan ajaran agama
Islam, deskripsi kehidupan suami-istri di atas akan dapat terwujud bila suami-istri
memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk
melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami-istri
berbeda agama maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya
dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tatakrama makan/minum,
pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Yang akan menimbulkan sanksi
dalam masyarakat.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode library research (studi
kepustakaan) dengan cara mengumpulkan buku-buku dan karya-karya yang berkaitan
dengan judul serta menggunakan teknik kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara
khusus akan tetapi UUP memberi celah atau kesempatan secara tidak langsung untuk
melangsungkan perkawinan beda agama ini. hal ini dapat kita jumpai pada pasal 66
UUP sudah diatur dalam undang-undang ini, dan undang-undang yang lama sudah
tidak berlaku lagi. Sedangkan hukum munakahat yang diajarkan dalam agama Islam
kepada para penganutnya adalah perkawinan (pernikahan) yang dibenarkan oleh Allah
SWT adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan
ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu,
kehidupan suami-istri akan tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Keluarga
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mereka akan bahagia dan kelak memperoleh keturunan yang sejahtera lahir batin.
Tetapi jika terjadi yang namanya perkawinan beda agama maka akan menimbulkan
sanksi yang menurut kedua pandangan hukum tersebut berupa pengucilan dalam
masyarakat dan berupa sanksi moral serta terputusnya akhli waris dalam keluarganya.
Oleh karena itu, di dalam skripsi ini penulis akan mencoba membahas tentang sanksi
perkawinan beda agama ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum pidana Islam.
 ( Word to PDF - Unregistered ) http://www.word-to-pdf.abdio.com/BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut syari’at Islam manusia merupakan makhluk Allah swt. yang erat
dengan berbagai dimensi hidup. Secara fitrah manusia adalah makhluk yang
bermartabat dan istimewa bila dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia
diciptakan dalam bentuk rupa yang terbaik,  juga sebagai makhluk yang paling
disayang-Nya, serta diciptakan dalam keadaan suci. Selain itu, manusia dilengkapi
dengan seperangkat kemampuan untuk menjalankan amanah yang diembannya baik
dari Allah swt. maupun sesamanya.
Salah satu upaya  untuk memelihara martabat manusia agar tidak menjadi
lebih hina dari makhluk lain, yaitu dengan adanya proses perkawinan untuk
menambah keturunannya. Dalam proses perkawinan tidak hanya melibatkan ke dua
calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya,
bahkan keluarga mereka masing-masing.
Perkawinan merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada makhluk Allah
swt., baik diperuntukkan pada manusia, hewan maupun                      
tumbuh-tumbuhan. Perkawinan haruslah dijunjung tinggi dan menghendaki supaya
manusia berfikir untuk menentukan pasangan hidupnya. Sebab bila manusia
berfikir, maka dia tidak  akan menyimpang dari ketentuan ajaran Islam yang lurus
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dan norma-norma yang dimilikinya bernilai luhur serta mulia. Nabi saw.
menyebutkan aturan-aturan perkawinan itu sebagaimana diterangkan dalam
hadisnya, dari Abdullah Bin Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda:
َلاتَزََو﹠جُولنِسَاءَلِحُسْنِهن﹠ فَعَسَى حُسْنُهُن﹠ أَنْ يُرْدِيَهُن﹠ وَلآتَزَوَجُوا
ِلأَ مْوَالِهن﹠ فَعَسَى أَمْوَالِهِن﹠ أَنْ تُطغِيَهُن﹠ وَلَكِنْ تَزَو﹠جُوْاعَلىَ الدِيْن
َوَََلأَمَهٌ خَرْمَاءُسَوْدَاﺀُذاتٌ دِين أَفْظَََََََلُ.(روا،ابن ماﺠ وابن حبان).
Artinya:
“Janganlah mengawini perempuan karena ingin melihat kecantiknya,
barangkali kecantikanya itu akan membawa kesusahan pada dirimu sendiri,
dan jangan pula karena mengharap harta (kekayaannya) yang
memungkinkan dengan harta itu akan menyebabkan mereka sombong,
kawinilah wanita itu dengan dasar agamanya. Dan sesungguhnya hamba
sahaya yang  jelek serta hitam tapi beragama, itu lebih baik dan utama.” (H.
R. Ibnu Majah dan Ibnu Hiban).
Mencermati konteks dan terjemahan hadis tersebut jelas bahwa, agama
dalam suatu perkawinan adalah pertimbangan yang paling utama dan sangat
ditekankan dalam agama Islam. Dengan dasar pemikiran seperti ini, maka timbullah
berbagai pandangan tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama.
Di Indonesia masalah perkawinan beda agama diatur dalam UU No. 1
Tahun 1974 pasal 2 yang menyatakan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Oleh karena itu,
perkawinan beda agama dilarang dilakukan di negara Indonesia. Begitu pula, dalam
fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Juga termuat dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) juga telah diatur dalam pasal 44 yang melarang seorang
wanita Islam melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama
Islam (beda agama). Beda halnya dengan Islam, walaupun perkawinan merupakan
Sunnah Nabi, tetapi dalam pelaksanaannya ada ketentuan yang harus dipatuhi
khususnya persyaratan al-din dengan demikian syariat Islam tidak membenarkan
perkawinan antar orang yang beda agama, kecuali wanita ahli kitab  itupun
terdapat perbedaan pendapat para fuqaha (ulama fiqhi).
Landasan hukum agama dalam melaksanakan suatu perkawinan merupakan
hal yang penting dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan  boleh tidaknya
perkawinan dilangsungkan  tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga
bahwa hukum agama menyatakan perkawinan  tidak boleh, maka tidak boleh pula
menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh
tidaknya tergantung pada ketentuan agama.
Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan
hukum yang penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya
dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan
perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Realitas yang terdapat
dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, bahwa perkawinan berbeda agama itu
terjadi sebagai suatu hal yang tidak dipungkiri lagi. Berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku  di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan
bahwa sebenarnya perkawinan beda agama tidak diinginkan, karena bertentangan
dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan beda agama
masih saja  terjadi dan akan mungkin terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial
diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis.
Perkawinan beda agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat,
seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas
melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan
suatu perkawinan bagi rakyatnya , serta memberikan sanksi kepada orang yang
melakukan perkawinan beda agama tersebut. Sikap ambivalensi pemerintah dalam
perkawinan beda agama yang terlihat dalam kenyataan bila tidak dapat diterima
oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan
menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan diluar negeri.
Kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat masih banyak terjadi
perkawinan beda agama meskipun menurut aturan perundang-undangan
sebenarnya tidak membolehkan baik itu hukum positif maupun menurut hukum
Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji status hukum perkawinan
beda agama ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam terkait dengan hal sanksi
dari pelaku perkawinan beda agama.
B. Rumusan Masalah
Bertolak dari dasar pemikiran yang telah dikemukaan, maka permasalahan
pokoknya adalah: Bagaimana Sanksi Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Aspek
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?. Dari masalah pokok ini, ditarik 3 sub
permasalahan yaitu:
1. Bagaimana Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan
Menurut Hukum Pidana Islam ?
2. Sejauhmana Persamaan dan Perbedaan Persepsi Antara Hukum
Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Perkawinan Beda Agama ?
3. Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Perkawinan  Beda Agama ?
C. Hipotesis
Bertolak dari rumusan masalah tersebut, maka penulis memberikan jawaban
yang sifatnya sementara dari sub pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu
sebagai berikut:
1.  Dalam hukum positif pada dasarnya perkawinan beda agama
bertentangan dengan hukum agama berdasarkan  Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 pasal 2, sedangkan Perkawinan beda agama
menurut hukum pidana Islam terjadi kontroversi pendapat dikalangan
ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan dan ada
pula yang membolehkannya tapi bersyarat. Hal inipun dilarang tegas
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 44.
2. Hukum positif  di Indonesia dan hukum pidana Islam mempunyai
persamaan persepsi bahwasanya pernikahan antara seorang wanita
muslimah dengan seorang laki-laki ahli kitab, atau majusi dalam artian
beda agama terdapat ketidak absahan dalam perkawinannya.
3. Dalam hal sanksi penetapan hukum perkawinan beda agama pun
berbeda, karena ada yang mengambil landasan dari aturan manusia
sendiri dan dari  Al-Qur’an yang sumbernya dari Alllah swt.
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk memudahkan pembahasan dan menghindari interpretasi dalam
skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan makna atau pengertian
dari beberapa kata yang dianggap penting dan terkandung dalam judul ”Sanksi
Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Pidana
Islam”,yaitu sebagai berikut:
1. Sanksi adalah ancaman hukuman yang diberikan atas tindakan
seseorang yang melanggar kaidah dan aturan-aturan norma yang
berlaku yang telah ditetapkan di dalam suatu kelompok masyarakat
ataupun negara.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha esa.
3. Agama adalah kepercayaan, beribadat melakukan sesuatu menurut
agama dan berharap mendapat kebahagiaan dunia serta akhirat kelak.
Dalam kamus The Holt intermedit Diktionery Of American English,
menerangkan bahwa agama atau religi diterangkan sebagai: ”Belife
and worship god or the super natural” artinya: kepercayaan dan
penyembahan kepada Tuhan atau kepada yang maha mengetahui para
pencipta semesta.
Melihat kedua  pengertian nikah beda agama (Islam dan non Islam) secara
operasional dimaksudkan adalah Pernikahan yang di selenggarakan oleh kedua
belah pihak yang berlainan agama. Karena persoalan ini akan disorot dari hukum
positif  dan hukum Islam  dalam hukum positif akan mengacu pada hukum perdata
serta yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak,
harta benda dan hubungan antar orang dengan orang dalam satu negara yang di
dalamnya mencakup aturan agama Islam maka salah satu pihak harus muslim atau
muslimah. Jadi perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan
oleh orang yang berlainan agama (Islam dengan ahli kitab, Islam dengan majusi
atau Islam dengan Budha).
Para ulama berbeda pendapat mengenai perempuan majusi, Budha dan
perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki ahli kitab. Sebahagian ulama
lainnya memperbolehkan, karena orang majusi dan Budha dianggap ahli kitab.
Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah yang melarang seorang muslim menikah
dengan perempuan majusi dan Budha sebelum mereka memeluk agama Islam.
Beberapa pengertian tersebut, maka penulis dapat memberikan pengertian
judul “Sanksi Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif dan
Hukum Pidana Islam” adalah  ancaman hukuman dari suatu akad atau tali
pernikahan antara laki-laki ahlu kitab dan perempuan muslimah (yang berlainan
agama). Begitu juga dengan hal-hal yang menyangkut sekelompok manusia di
dalamnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia
serta manusia dengan alam semesta, sehingga di dalamnya diatur hak dan
kewajiban, harta benda dan hubungan orang dengan orang dalam suatu negara.
E. Kajian  Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu ”Sanksi Perkawinan
Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Sudah
banyak literatur yang membahas tentang hal pernikahan beda agama, namun belum
ada literatur yang membahas secara khusus tentang  judul skripsi ini. Agar nantinya
pembahasan ini lebih terfokus pada pokok kajian penulisan, maka penulis telah
menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang
dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Dalam buku yang berjudul ”Hukum Islam Indonesia” yang ditulis oleh
Ahmad Rofiq, membahas bahwa perkawinan menurut Hukum Islam
adalah pernikahan atau mitsaqan gali,dzan untuk menaati perintah
Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. Buku ini membahas
tentang berbagai macam penafsiran Ulama-ulama, tentang nikah,
seperti prinsip-prinsip nikah syarat perkawinan, mahar, larangan
perkawinan dan perkawinan antara pemeluk agama. Akan tetapi,
buku tersebut belum secara rinci membahas sanksi perkawinan beda
agama ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam
2. Selanjutnya dalam bukunya Moh. Idris Ramulyo S.H, M.H, yang
berjudul ”Hukum Perkawinan Islam” membahas  perkawinan adalah
hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti
hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan
seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.
Buku ini pula menuangkan pandangan para ulama mengenai
perkawinan dalam hal beda agama, tetapi perbandingannya dengan
hukum positif itu belum dibahas di dalamya. Buku ini hanya
membahas tentang pemikiran-pemikiran Islam dan mengaitkannya
dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam buku ini juga belum
membahas secara rinci sanksi perkawinan beda agama ditinjau dari
hukum positif dan hukum Islam,
3. Berikutnya dalam bukunya LM.Syarifie, yang berjudul ”Membina
Cinta Menuju Perkawinan” membahas bahwa agama Islam telah
melarang lelaki muslim kawin dengan wanita musyrik, wanita yang
murtad, wanita dari kalangan aliran ibadah yang menghalalkan
segalanya sesuai dengan kehendak. Buku ini hanya menjelaskan
khusus perkawinan beda agama dalam Islam dan tidak membahas
tentang sanksi perkawinan beda agama ditinjau dari hukum posditif
dan hukum Islam,
4. Dalam buku Sayid Sabiq, yang berjudul ”Fikih Sunnah 8” membahas
tentang berbagai macam hukum, syarat dan rukun tahalaq, khulu’,
zhihar, li’an, iddah dan hadanah dalam menghadapi suatu masalah
dalam rumah tamgga,tetapi buku ini tidak membahas sanksi
perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana
 Islam.
5. Selanjutnya dalam buku O. S. Eoh, SH. MS, yang berjudul
“Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek” membahas
tentang permasalahan perkawinan antar agama, pengertian
perkawinan campuran antar agama dan pandangan agama-agama
tentang perkawinan antar agama. Buku ini tidak membahas sanksi
perkawinan beda agama ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum
pidana Islam yang akan penulis uraikan dalam tulisan ini.
F. Metodologi Penelitian
          Dalam penulisan skripsi  ini, penulis menggunakan metode yang dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Ada tiga model pendekatan yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi  
ini, yaitu:
a. Pendekatan Syar’i, yaitu penulis dalam penulisannya berpedoman
pada dalil-dalil nash Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw. yang telah
dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.         
b. Pendekatan Sosiologis, yaitu penulis dalam menggarap skripsi ini,
mengambil dari kenyataan yang ada. Baik melalui media masa,
media cetak, dan fakta yang ada pada masa sekarang.
c. Pendekatan Yuridis, yaitu dalam pembahasan skripsi ini penulis
berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )
sebagai Undang-Undang Hukum Positif negara kita.
2. Metode Pelaksanaan Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan adalah studi perbandingan (Dirasat
Mukarana) yang membandingkan dua obyek dengan menunjukkan persamaan dan
pebedaan disertai argumentasi latar belakang serta konsekwensi hukumnya
masing-masing.
3. Metode  Pengumpulan Data
Dalam upaya pengumpulan data ini penulis menggunakan metode Library
research, yaitu penulis mengumpulkan data-data lewat membaca buku atau
literatur yang ada hubungannya dengan penulisan. 
4.  Metode Pengelolaan Data
Setelah mengumpulkan data maka penulis mengelola secara kualitatif, yaitu
dengan memilih beberapa data lalu memasukkan dalam skripsi ini. Dalam hal ini
penulis menggunkan dua metode yaitu:
a. Kutipan langsung, yaitu mengutip isi atau sumber data secara
langsung dari buku-buku rujukan tanpa merubah redaksi dari
sumber aslinya.
b.  Kutipan tidak langsung, yaitu isi atau sumber data dengan mengadakan
perubahan atau hanya mengambil isi dari satu tulisan, diantaranya kutipan
tidak langsung adalah:
-  Ikhtisar, yaitu catatan yang menurut data secara garis besar saja. Tentang isi  
dan pokok-pokok karangan dengan tidak  mengambil maksud aslinya.
-  Ulasan, yaitu suatu bentuk catatan yang berisi tentang tanggapan dan ulasan
terhadap suatu pendapat dari suatu karangan buku-buku atau sumber lain.
5.  Metode Analisis Data
Untuk menulis data yang telah diolah sebaik mungkin penulis
mempergunakan teknik penulisan sebagai berikut:
a. Induktif, yakni data yang bersifat khusus dianalisa untuk mendapatkan
bahan tulisan yang bersifat umum.
b. Deduktif, yaitu data yang bersifat umum dianalisa dalam satu pembahasan
untuk mendapatkan tulisan yang bersifat khusus.
c. Komperatif, yaitu perbandingan antara suatu data atau masalah dengan
lainnya untuk menulis data yang paling tepat.
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dalam peneltian skripsi ini, pada prinsipnya bertujuan mencari dan
memnemukan data yang relepan dengan judul tersebut yaitu “Sanksi Perkawinan
Beda Agama Ditinjau dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.
Mempelajari dan menganalisa secara saksama pada judul tersebut maka penulis
dapat menguraikan tujuan penelitian tersebut antara lain:
a. Untuk mengetahui pandangan dari berbagai
pakar hukum mengenai perkawinan terkhusus
pada perkawinan beda agama dan sanksi yang
akan dikenakan pada pelaku.
b. Untuk mengetahui apa hukum dari perkawinan
beda agama dan penyebab terjadinya
perkawinan beda agama.
2. Kegunaan Penelitian
Selain  tujuan peneitian, maka penelitian ini juga mempunyai kegunaan.
Adapun kegunaan dari penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:
c. Sebagai salah satu sayarat bagi penulis dalam
memperdalam keilmuan mengenai karya ilmiah
ini dan untuk meraih gelar S. HI,
d. Sebagai referensi untuk mereka yang ingin
mendalami dan menambah wawasan bagi para
praktisi hukum khususnya pada fakultas
syari’ah dan hukum UIN Alauddin Makassar.
e. Untuk menambah khasanah intelektual dalam
bindang hukum positif dan hukum pidana Islam
dalam kaitanya dengan hukum perkawina beda
agama.
H.  Garis-garis besar isi skripsi
Garis-garis besar isi skripsi secara sistematis sebagai berikut:
Bab pertama, mangawali pembahasan ini dengan bab pendahuluan yang
terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, hipotesis,
pengertian judul, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta
garis-garis besar isi skripsi.
Bab kedua, pada bab ini akan dibahas tentang, pandangan umum tentang
perkawinan, yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan,
serta syarat, rukun dan tujuan perkawinan.
Bab ketiga, pada bab ini akan dibahas tentang analisis perbandingan sanksi
perkawinan beda agama dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, yang terdiri
dari hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama, dampak dan
penanggulangan perkawinan beda agama dalam masyarakat, serta sanksi
perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam.          
    .
Bab kempat, sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.
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BAB II
PANDANGAN UMUM TENTANG PERKAWINAN
A. Pengertian Perkawinan
Sudah merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia. Bahwasanya perkawinan
dilakuan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan
salah satu persoalan yang disenangi oleh syariat agama sangat menganjurkannya,
karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan, serta
dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di
akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-yasin/36: 49, sebagai berikut:
`» ys ö6ß Ï%©! $# t,n= y{ ylºurø F{$# $ yg ¯= à2 $ £JÏB àM Î7 /Yè? ÞÚöF{$# ô` ÏBur
óO Îg Å¡ àÿRr& $ £JÏBur w tbqßJn= ôèt .
Terjemahnya:
“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari
apa yang tidak mereka ketahui”.
 Oleh karena itu, perkawinan menurut bahasa adalah “gabungan atau
kumpulan”, orang arab mengatakan tanaakhatii asyjaaru bilamana pohon-pohon
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saling bergabung (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wathi
(persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin. Adapun menurut pendapat
yang sahih, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majaz
makna wathi (persetubuhan).
 Adapun defenisi perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974
pasal 1 yaitu : perkawinan ialah; ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bunyi pasal 1 undang-undang tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti
perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara dua insan yang berlawanan
jenis sebagai suami-istri dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan lestari
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh agama.
 Jika dilihat dari pengertian perkawinan di atas, bahwasanya perkawinan yang
diinginkan tidak hanya dari segi lahiriah saja, melainkan juga pertalian batin antara
suami istri dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketentuan agama.
 Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau
batin saja, tetapi keduanya harus ada dan terwujud yang tidak bisa dipisah-pisahkan.
Karena ikatan lahir merupakan hubungan formal yang dapat dilihat dengan adanya
suatu hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Sebaliknya ikatan
batin merupakan hubungan nonformal yang tidak dapat dilihat, yang diawali dengan
adanya kemauan yang sungguh-sungguh antara kedua belah pihak untuk hidup
bersama.
 Dalam pasal UUP pasal 2 ayat (1), diatur bahwasanya perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Ayat (2)
mengungkapkan: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku. 
 Oleh karena itu, untuk mencapai perkawinan yang sakinah mawaddah wa
rahmah, seharusnya di dalam kehidupan rumah tangga yang dijalankan oleh sepasang
suami-istri mempunyai keyakinan (agama) yang sama sehingga dapat tercapai rumah
tangga yang diharapkan.
B. Dasar Hukum Perkawinan
1.  Dasar Hukum Perkawinan Menurut Al-Qur’an dan al-Hadits
Dasar hukum perkawinan menurut Al-Qur’an, dengan melihat hakikat
perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan
melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Maka dapat dikatakan bahwa
hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat
kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan
bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah.
 Perkawinan adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga
diperintahkan oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur’an untuk
melaksanakan perkawinan. Diantara firman-Nya dalam Q.S. An-Nur/24: 32, berbunyi,
sebagai berikut:
(#qßs Å3Rr& ur 4yJ» tF{$# óO ä3ZÏB tûüÅs Î=» ¢Á9 $# ur ô` ÏB ö/ä.Ï$ t6Ïã öNà6 Í¬!$ tBÎ)ur 4 bÎ)
(#qçRqä3t uä !# t s) èù ãNÎg ÏYøóã ª!$# ` ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù 3 ª!$# ur ì Åºur ÒO Î= tæ.
Terjemahnya:
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (untuk kawin)) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
 Oleh karena itu, telah banyak teks (dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi saw) yang
mengandung ajaran kepada kaum muslimin secara langsung maupun tidak langsung
untuk melakukan perkawinan dan membangun keluarga yang sehat lahir dan batin.
Sebagaimana dalam firman-Nya yang lain Q.S. Ar-Rum/30: 21, yang berbunyi:
ô` ÏBur ÿ¾Ïm ÏG» t# uä ÷br& t,n= y{ /ä3s9 ô` ÏiB öNä3Å¡ àÿRr& %[`ºurø r& (# þqãZä3ó¡ tF Ïj9 $ yg ø s9 Î)
@yèy_ ur Nà6 uZ÷t/ Zo ¨uq¨B ºp yJôm uur 4 ¨bÎ)  Îû y7 Ï9ºs ;M» tUy 5Q öqs) Ïj9
tbrã ©3xÿ tGt. 
Terjemahnya :
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”.
 Kedua ayat di atas, maka Allah swt., memerintahkan kepada umat manusia
agar saling membantu dan tolong menolong dalam mengupayakan perkawinan bagi
orang-orang yang sendiri (yakni laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak
bersuami) dan itu Allah menjamin diperolehnya rizki bagi mereka yang walaupun
dalam keadaan miskin bertekad melangsungkan perkawinan, demi memelihara diri dari
perbuatan haram dan bersedia memikul tanggung jawab sebagian dari masyarakat
muslim.
 Begitu banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang perkawinan
agar kita sebagai umatnya mau melangsungkan perkawinan. Karena perkawinan itu
adalah perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah dan Nabi untuk dilaksanakan. Namun
perintah Allah dan rasul untuk melangsungkan perkawinan itu berlaku secara mutlak
tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam
hadits Nabi dari Abdullah bin Mas’ud muttafaq alaih yang bunyinya:
عن عبدالرحمن بن يزيد قال : دخلت مع علقمة والاسواد على
عبدالله كن مع النبى صلى الله عليه وسلم شبابا لانجد شيئا فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعشر الشباب من استطاع منكم
الباء فاليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج فمن لم يستطع
فعليه بالصوم فانه له وجاء. )متفق عليه(.
Artinya :
“Dari Abdurrahman bin Yazid beliau berkata, saya pernah masuk bersama
al-Qamah dan Aswad ke rumah Abdullah, bersama kami juga Rasulullah saw
bersama seorang pemuda yang tidak terdapat padanya sesuatu, lalu Rasulullah
bersabda kepada kami : wahai para pemuda, barang siapa diantaramu telah
mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena
perkawinan itu telah menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih
menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa
karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”.
Kata al-baah mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan
kemampuan dalam biaya hidup perkawinan, kedua hal ini merupakan persyaratan suatu
perkawinan.
 Demikianlah ayat dan hadits Rasulullah saw, yang menganjurkan aga setiap
laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk mencari pasangan hidupnya dengan jalan
perkawinan.
 Tetapi mengenai hukum perkawinan terjadi silang pendapat atara para ulama.
Misalnya, menurut golongan Zhahiri (mazhab yang mengikuti pendapat abu Daud
al-Zhahiri, salah satu murid terbaik imam Syafi’i) hukum nikah itu wajib. Menurut
jumhur ulama, nikah itu hukumnya sunnat, sedangkan menurut Maliki mutaakkhir
bahwa hukum nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnat bagi sebagian yang lain, dan
mubah bagi sebagian yang lainnya.
 Para ulama memberikan hukum yang berbeda-beda; ada yang wajib, sunnah,
makruh, mubah, bahkan haram atas pertimbangan sebuah hadits ushul fiqhi yang
menyatakan “sebuah perkara itu tergantung pada alasannya atau sebabnya”. Untuk itu
kemudian dalam persoalan hukum nikah, para fuqaha (ahli fiqhi) meluaskan
kategorinya. Nikah bisa saja wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram dengan keadaan
orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, jika ingin melakukan
perkawinan setidaknya didasari dengan melihat mampu tidaknya seorang dalam hal;
melaksanakan kewajiban untuk memberikan hak lahiriah baik sebagai seorang suami
atau seorang istri, dan kesanggupannya dalam memelihara diridari nafsu batiniah,
sehingga tidak dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak sejalan
dengan ajaran agama sebagimana uraian di bawah ini:
a. Wajib
Perkawinan menjadi wajib bagi yang memilki cukup kemampuan untuk melakukannya
(secara finasial dan fisikal) dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat
seksual dirinya. Sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak
menikah. Hal ini mengingat bahwa menjga kesucian diri dan menjauhkanya dari
perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi
kecuali dengan menikah.
b. Sunnah
Perkawinan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan, bagi siapa saja yang
memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk
melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya
sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan
Allah. Orang yang seperti ini tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun
nikah adalah tetap lebih afdhal, sebagai sabda Rasullah:
عن أنس بن مالك رضى الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسئلون عن عبادة النبى صلى الله
عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا واين نحن من النبى
صلى الله عليه وسلم قد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر قال احدهم
اما انا فإنى اصلى الليل ابدا وقال آخر انا اصوم الدهر ولا أفطر
وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول صلى الله
عليه وسلم فقال انتم الذى قلتم كذا وكذا؟ اما والله انى لأخشاكم لله
وأتقاكم له لكنى اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج النساء فمن
رغب عن سنتى فليس منى (رواه البخارى).
Artinya:
“Dari Anas bin Malik ra., beliau berkata : tiga kaum pernah mendatangi rumah
istri-istri Nabi saw. Ketika mereka diberitahukannya, maka seakan-akan
mereka mendapatkan ibadah mereka itu sedikit. Mereka bertanya, dimana
kedudukan kami di sisi Nabi saw, mengingat beliau telah diampuni dosanya
yang telah lalu dan yang akan datang, berkata salah seorang diantara mereka
sesungguhnya saya melaksanakan shalat malam selamanya, berkata yang lain
sesungguhnya saya berpuasa pada siang hari dan saya tidak berbuka, berkata
yang lain lagi sesungguhnya saya meninggalkan wanita dan tidak menikah
untuk selamanya, kemudian datanglah Rasulullah saw, lalu bersabda kalian ini,
mereka berkata ini dan ini, kemudian Nabi bersabda demi Allah sesungguhnya
saya lebih takut dan bertakwa kepada Allah dari pada kalian, akan tetapi saya
juga puasa, berbuka, melaksanakan shalat, tidur, dan saya juga menikahi
wanita,  siapa saja tidak suka terhadap sunnahku, maka ia tidak termasuk
golonganku”.
c. Haram
Perkawinan menjadi haram bagi siapa saja yang mengetahui dirinya tidak memiliki
kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagi suami, baik dalam hal nafkah
lahiriah maupun nafkah batiniah yang wajib diberikan kepada istri.
d. Makruh
Perkawinan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang
laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak
mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriah maupun yang tidak
memeliki hasrat (atau kemampuan) seksual, sementara siperempuan merasa terganggu
dengan ketidakmampuan si calon suami.
e. Mubah
Perkawinan menjadi mubah apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk
melakukannya atau meninggalkannya.
2. Dasar hukum perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan
Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur’an dan al-Hadits yang
kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung
7 asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:
a. Asas membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi.
Suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material.
b. Asas keabsahan perkawinan
Di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan
perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
c. Asas monogami terbuka
Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari
seorang maka cukup seorang saja.
d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat
melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik
dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada
perceraian.
e. Asas mempersulit terjadinya perceraian
f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam kehidupan
rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala
sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh
suami-istri.
g. Asas pencatatan perkawinan
Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah
atau melakukan ikatan perkawinan.
 Asas-asas perkawinan di atas, akan diungkapkan beberapa garis hukum yang
dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
(selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 (selanjutnya
disebut KHI). 
Selain itu keabsahan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP:
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) menyebutkan: “tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yag berlaku”
Dalam garis hukum Kompilasi Hukum Islam diungkapkan behawa pencatatan
perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. oleh karena itu, pencatatan perkawinan
merupakan syarat administratif, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan
perkawinan sebagai berikut:
 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam:
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan atau akad yang sangat
kuat atau mitsaqan gaiidzan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”. 
 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah”.
Apabila Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menggunakan istilah yang
bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus tercantum
di dalam Al-Qur’an,  misalnya: mitsaqan gaiidzan, sakinah,  mawaddah, dan rahmah.
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan”.
 Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci menganai
peraturan undang-undang perkawinan.
C.  Syarat dan Rukun Perkawinan Serta Tujuannya
1. Syarat dan rukun perkawinan
Untuk dapat terwujudnya perkawinan yang sah, sebelumnya harus dipenuhi
rukun dan syarat-syarat perkawinan. Karena suatu perkawinan akan dianggap sah
apabila sudah dipenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan baik menurut hukum
Islam maupun hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
Oleh karena itu, perlu adanya suatu hukum yang mengatur persyaratan
perkawinan baik menurut hukum Islam maupun UU perkawinan agar diberlakukan
bagi semua warga negara.
Sehubungan dengan itu, pada tanggal 2 Jabuari 1974 telah disahkan oleh
Presiden RI., suatu undang-undang perkawinan nasional, yaitu undang-undang nomor
1 tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya PP. No. 9 tahun 1975. maka segenap
warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan suatu perkawinan haru dilakukan
menurut hukum perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun
1974 dengan pelaksanaannya PP. No. 9 tahun 1975 tersebut.
Menurut undang-undang nomor 1974 syarat-syarat perkawinan diatur dalam
pasal 1 sampai 12. pada pasal 6 undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi:
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
c. Dalam hal ini seorang dari kedua oang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,  maka izin yang dimaksud
ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.
d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang
memelihara dan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya.
e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat
(2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak
menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut
dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut
dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
f. Ketentuan tersebut, ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari apa yang
Rukun dan syarat perkawinan menjadi pondasi yang menentukan
diperbolehkan tidaknya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai
syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam akan dijelaskan sebagai
berikut, yakni syarat-syarat persyaratan mengikuti rukun-rukunya yaitu:




4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya:
1. Beragama meskipun Yahudi dan Nasrani
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuannya
5. Tidak terdapat halangan perkawinan
Persetujuan calon mempelai atau calon mempelai, maka menandakan suatu
perkawinan karena calon mempelai sudah menyutujui yang akan menjadi pasangannya
(suami-istri), baik dari pihak perempuan maupun puhak laki-laki yang akan menjalani
ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak
dan kewajiban sebagai suami istri.
Selain itu pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa
bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata
dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada
penolakan yang tegas, sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat
nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam pasal 17
Kompilasi Hukum Islam.
a. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah
menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai
dihadapan dua orang saksi nikah.
b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh seorang dalon
mempelai maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.
c. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau
tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau
isyarat yang dapat dimengerti.
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa,
“perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur (19)
sembilan belas tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas)
tahun”.
Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah
tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan undang-undang perkawinan,
bahwa calon suami-istri harus telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan
tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir dengan percaraian dan mendapat
keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh
calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya
perceraian sebagai akibat ketidak matangan mereka dalam menerima hak dan
kewajiban sebagai suami-istri.
c. Wali nikah dan syarat-syaratnya
2. Laki-laki
3. Dewasa
4. Mempunyai hak perwalian
5. Tidak terdapat halangan perwaliannya
Wali nikah adalah orang menikahkan seorng wanita dengan seoang laki-laki,
karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon
mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (pasal 19 KHI). Wanita yang menikah
tanpa wali berarti perkawinannya tidak sah.
Adapun status wali dalam perkawinan merupakan rukun yang menentukan
sahnya akad nikah (perkawinan). Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang bisa disebut
ijab qabul (serah terima), penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai wanita tau
yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki.
Masalah perwalian pada garis besarnya diatur dalam pasal 26 ayat (1)
undang-undang perkawinan yag menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di
depan pegawai pencatat nikah (PPN) yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah
atau yang tidak dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan
pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami-istri, jaksa. Hal
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan yang penyerahannya tidak dilakukan
oleh wali, maka perkawinan itu batal atau tidak dapat dibatalkan. Namun demikian,
bila yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami-istri, maka
hak untuk membatalkannya menjadi gugur.
Wali nikah ada dua macam yaitu:
a. Wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan
darah.
b. Wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua
perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya.
Dengan demikian, peran wali nikah berkaitan dengan umur calon mempelai
yang belum mencapai umur 21 tahun seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat (3), (4),
(5), dan (6) UU Perkawinan. Oleh karena itu, sangat tegas kedudukan wali menjadi
bagian esensial bagi keabsahan dan tidaknya suatu perkawinan.
d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa
Perlu diungkapkan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah
satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap perkwinan harus disaksikan oleh
dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah, akibat
hukumnya adalah perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah
yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa
dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga
dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami-istri, jaksa.
Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah mempunyai nilai persyaratan dalam
persaksiannya dan menentukan sah tidaknya akad nikah. Pasal 25 membuat garis
hukum mengenai syarat dalam menentukan kriteria seorang yang dapat menjadi saksi,
bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki
muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tunarungu dan tuli. 
Selain saksi merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan mengantisipasi
kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah seorang suami-istri
terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan, maka saksi-saksi yang
menyaksikan akad nikah dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan
perkaranya. Karena dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan
secara langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani akta nikah pada waktu dan
di tempat akad nikah dilangsungkan, sehingga nama, umur, agama/kepercayaan,
pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah.
e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah.
4. Antara ijab dan qabul jelas bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram/haji
7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu : calon
mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau
wakilnya, dan dua orang saksi.
Selain persyaratan ijab qabul di atas dijalaskan juga dalam pasal 27, 28, dan 29
Kompilasi Hukum Islam. Garis hukum dalam pasal dimaksud diungkapkan sebagai
berikut:
Pasal 27 berbunyi:
“Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak
berselang waktu”
Pasal 28 berbunyi:
“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang
bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.
Pasal 29 berbunyi:
1. Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai laki-laki secara
pribadi.
2. Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilakan kepada pria
lain dengan ketentuan dalon mempelai pria memberi kuasa yang tegas
secara tertulis bahwa penerimaan atas akad nikah itu adalah mempelai
untuk pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai
pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.
Ketiga pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat dipahami bahwa
penyerahan calon mempelai wanita dari wali nikah kepada calon mempelai pria (ijab
qabul) harus bersambung antara kalimat penyerahan dan kalimat penerimaan.
Demikian juga kebebasan wali nikah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang
mempunyai pengetahuan agama (ulama) atau kepada pegawai pencatat nikah sudah
merata.
Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta
perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan
yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta
nikah dimaksud, perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11) dan mempunyai
kekuatan hukum (pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Akad nikah yang
demikian disebut sah atau tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain.
2. Tujuan Perkawinan
Perkawinan merupakan suatu periode perpindahan antara dua sisi kehidupan
antara “rumah bapak” dalam posisi seorang wanita sebagai anak, dan “rumah suami”
dalam posisinya sebagai istri. Perkawinan merupakan titik perubahan dalam kehidupan
wanita; dari seorang wanita yang dijaga menjadi wanita yang menjaga  , baik laki-laki
maupun wanita akan semakin berat. Menginjak periode kedua dalam kehiduannya ini
mereka telah menjadi elemen baru masyarakat, yaitu dalam bentuk keluarga.
 Hal lain yang paling penting dalam hukum perkawinan Islam adalah ikatan
cinta dan kasih sayang antara suami dan istri selama ada harapan bahwa hubungan
mereka dapat diatur oleh ikatan ini. Hukum Islam berusaha keras melindungi ikatan
perkawinan. Akan tetapi, bila cinta dan kasih sayang telah digantikan oleh perasaan
acuh tak acuh, frustasi, kebencian, dan kemuakkan, maka hukum memilih melepaskan
ikatan perkawinan.
 Pandangan Nurcholis Majid, bahwa:
“Perkawian yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang disahkan oleh
Tuhan. Perkawinan memerlukan sesuatu yang lebih banyak dari pada sekedar
‘peduli’ pemenuhan diri dan komitmen. Perkawinan memerlukan adanya
kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, karena kehadiran
Tuhan Maha Pencipta yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu
jalan kebahagiaan”.
 Oleh karena itu, suatu kegiatan yang dilakukan manusia dalam hidup ini
tentulah punya tujuan yang ingin dicapai, termasuk perkawinan yang dilaksanakan
suami istri,  dan adapun tujuan perkawinan dalam Islam adalah: untuk memenuhi
tuntutan hajat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam
rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang,
untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti
ketentuan-ketentuan diatur oleh syari’ah.
 Keluarga bahagia yang hendak dikonstruksi dalam hubungannya dengan
perkawinan sering disebut keluarga sakinah, menurut M. Quraish Shihab:
“Sakinah berasal dari kata sakanah, yang berarti diam/tenangnya sesuatu
setelah bergejolak. Itulah sebabnya, mengapa pisau dinamakan sikkin. Karena
dia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang”.
 Sesuai dengan tujuan tersebut di atas dapat diperinci sebagai berikut:
1. Menghasilkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan,
dalam arti untuk memenuhi kebutuhan biologia (seksual).
2. Mewujudkan suatu bangunan keluarga yang kokoh dengan dilandasi
rasa cinta dan kasih sayang.
3. Untuk memperoleh keturunan yang sah atau memenuhi kelangsungan
(kelanjutan) generasi yang statusnya jelas.
Adapun tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan 1974 adalah:
untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Untuk itu, suami-istri harus
saling pengertian, saling bantu membantu dan saling melengkapi satu sama lain agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai
kesejahteraan baik spritual maupun material. Karena dasar tujuan perkawinan adalah
membentuk keluarga bahagia dan kekal.
Selain dari pengertian tujuan perkawinan di atas diungkapkan oleh ulama
terkemuka Imam al-Ghazali menunjukkann lima tujuan perkawinan, yaitu :
a. Untuk memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan
keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Dalam hal ini
sejalan dengan firman Allah swt, Q.S. Al-Furqan/25: 74, sebagai berikut:
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Terjemahnya:
“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami
isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan
jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.
b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis ertama dari
masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
e. Menumbuhkan kesungguhan dalam berusaha mencari rizki penghidupan yang
halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.
Bagi laki-laki yang sudah menikah, maka tanggung jawab kepemimpinannya
akan diuji untuk dibuktikan kepada istri dan anaknya. Laki-laki yang sudah menempati
posisi sebagai suami mempunyai tanggung jawab yang besar baik kepada diri, anak,
istri, masyarakat, dan kepada Tuhannya.
Firman Allah swt, dalam Q.S. An-Nisaa/4: 34 yang berbunyi:
ãA%y` Ìh9 $# cqãBº §qs%  n?tã Ïä !$ |¡ ÏiY9 $# $ yJÎ/ @Òsù ª!$# óO ßg Ò÷èt/ 4 n?tã <Ù÷èt/
!$ yJÎ/ur (#qà) xÿRr& ô` ÏB öNÎg Ï9ºuqøBr& ... (النساء : ٣٤).
Terjemahnya:
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah
Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka…”.
 Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya suatu fakta dalam kehidupan, tetapi
merupakan kebutuhan setiap insan yang harus dipenuhi agar dunia ini bisa
menghasilkan generasi yang baru yang taat dan beriman kepada Allah swt.
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ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
A.  Hal-Hal Yang Melatar  Belakangi  Terjadinya Perkawinan Beda Agama.
Islam sangat memperhatikan hukum dan peraturan asasi kekeluargaan karena
merupakan suatu tatanan bagi sebuah pondasi tempat beridirinya kaum muslimin dan
masyarakat Islam. Sesungguhnya, tatanan kemasyarakatan dalam Islam adalah tatanan
keluarga yang merupakan tatanan Tuhan untuk manusia yang memperhatikan semua
kekhususan fitrah manusia dan kebutuhan-kebutuhannya serta unsur-unsur
penopannya.
 Aturan keluarga dalam Islam bersumber dari mata air fitrah dan dasar
penciptaan, serta dasar pokok penciptaan makhluk dab semua makhluk hidup.
Kemudian Islam dengan teorinya memandang manusia pada tahapan
perkembangannya. Maka disebutkanyalah manusia pertama yang kemudian diciptakan
pasangan untuknya, kemudian anak cucunya, lalu semua manusia. Ini tampak jelas
dengan firman Allah swt, dalam Q.S. An-Nisaa/4: 1 yang berbunyi sebagai berikut:
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Terjemahnya:
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak”.
 Oleh karena itu, perkawinan sangatlah penting kelanjutan kehidupan manusia
yang ada di dunia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika
agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau ada
masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang
berlaku dikalangan masyarakat.
 Esensi dari perkawinan adalah mencapai beberapa tujuan, salah satunya adalah
mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Hal tersebut dapat terjadi apabila faktor
pendukung tersedia sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan yang dimaksud
tercapai. Salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia
lahir dan batin adalah keberagaman kepercayaan atau agama dalam perkawinan.
Tetapi kepercayaannya dewasa ini banyak perkawinan yang dilaksanakan
dengan keyakinan yang berbeda. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin terwujud
perkawinan yang sejahtera dan damai apabila ada dua agama dalam satu perkawinan.
 Terjadinya perkawinan beda agama dikalangan umat Islam yang ada di
Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
1. Adanya kekosongan hukum
Di Indonesia mengenai nikah beda agama, undang-undang perkawinan nomor
1 tahun 1974 tentang perkawinan dianggap tidak lengkap karena tidak memuat
pasal-pasal tentang hal itu.
Jika dilihat dari undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2
menyebutkan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini berarti bahwa setiap warga
negara Indonesia (WNI) yang akan menikah harus melewati hukum agamanya
masing-masing dan tunduk kepada aturan perkawinan dalam agamanya. Apabila
keduanya memiliki agama yang berbeda, maka lembaga agama tidak dapat menikahkan
mereka kecuali salah satunya mengikuti agama yang lain.
Tetapi undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak mengatur tentang
perkawinan beda agama. Dalam pasal 1 undang-undang perkawinan, yaitu ikatan lahir
batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan, membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.
 Penjelasan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 di atas tidak yang
membahas tentang perkawinan beda agama, sehingga banyak masyarakat kita
menganggap bahwasanya menikah dengan yang berlainan agama tidak ada masalah
yang penting dapat menciptakan tujuan perkawinan yaitu: membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Namun lain halnya dengan adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang
diinstruksikan oleh Presiden kepada Menteri Agama dengan nomor 1 tahun 1991,
untuk disebarluaskan dan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang
memerlukannya. Dalam Konsideran Inpres tersebut, dinyatakan bahwa Kompilasi
Hukum Islam digunakan sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat
yang memerlukannya dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berfungsi
sebagai sumber hukum materil hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Karena sumber
Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur’an, hadits-hadits Nabi,
kitab-kitab fiqhi, dan ra’y (ijtihad kolektif), maka Kompilasi Hukum Islam memenuhi
syarat disebut sebagai sumber hukum.
Karena perkawinan merupakan salah satu muatan Kompilasi Hukum Islam
maka di dalamnya terdapat aturan mengenai perkawinan beda agama. Padal yang
mengatur tentang hal tersebut adalah pasal 40 huruf “c” dan pasal 44. pasal 40
menyatakan bahwasanya tidak dibenarkan lelaki muslim mengawini wanita non
muslim. Sedangkan pasal 44 menyebutkan bahwasanya tidak dibenarkan wanita
muslimah dinikahi oleh lelaki non muslim.
Penegasan Kompilasi Hukum Islam di atas tidak membedakan agama bagi
orang-orang non Islam, apakah itu Katholik, Kristen, Protestan, Hindu, atau Budha.
Kalau demikian dapatkah dikatakan bertentangan dengan Al-Qur’an, khususnya
kebolehan lelaki muslim mengawini ahl al-kitab?.
Dalam kondisi yang demikian membuat masyarakat yang ada di Indonesia ini
menjadi bingung dengan adanya perbedaan antara undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan dengan kompilasi hukum Islam sehingga tidak sedikit kita
mendapatkan pasangan yang berlainan agama dalam suatu rumah tangga.
2. Adanya cinta buta yang terjadi dikalangan remaja dewasa ini
Manusia bukanlah makhluk yang tidak memiliki perasaan. Dengan karunia
Allah swt, manusia diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya.
Salah satu diantara kelebihan itu adalah manusia memiliki kecenderungan keterikatan
pada lawan jenisnya. Bahkan Allah swt, menciptakan watak dasar seorang laki-laki
senang kepada wanita. Selama ketertarikan terhadap lawan jenis ini diterapkan secara
halal maka tidak menjadi salah. Bahkan Islam mengaturnya dan memerintahkan
ummatnya untuk menyalurkan cintanya dalam bentuk perkawinan yang halal dan
menghalalkannya.
Pada beberapa sisi, cinta yang disalurkan dalam bentuk perkawinan bahkan
malah dipuji, karena naluri mencintai lawan jenis adalah watak dasar yang dimiliki
setiap manusia, apapun agamanya dan apapun sukunya.
Namun perkawinan beda agama, dilarang dalam agama Islam. Begitupula
larangan nikah beda agama ini Allah menyampaikannya dengan cara yang unik. Karena
menyangkut soal perasaan dan cinta. Oleh karena itu, marilah kita telaah sedikit soal
cinta dan kasih sayang terhadap pasangan yang berlainan jenis. Islam mengajarkan
bahwa cinta sejati hanya ditujukan kepada Allah, rasa cinta kepada pasangan anda
haruslah dalam rangka karena mencintai Allah. Anda dilarang mabuk cinta, karena
mabuk cinta akan menomor duakan cinta kepada Allah.
Ketika anda, atau anak perempuan anda, atau anak laki-laki anda memutuskan
untuk menikah dengan pasangannya yang berbeda agama, dan untuk itu dia sanggup
menentang orang tuanya, bahkan kalau perlu menentang seluruh dunia agar
keinginannya tercapai, apa sebenarnya yang melandasi semangatnya itu? Satu-satunya
yang menjadi dasar nikah beda agama adalah adanya rasa cinta yang mendalam
terhadap pasangan anda.
Oleh karena itu, kita harus menghindari cinta sedahsyat apapun, manakala itu
mengalahkan cinta kita kepada aqidah Islam, mengalahkan cinta kita kepada Allah,
kepada Rasulullah dan cinta kepada kedua orang tua kita, maka cinta tersebut dilarang
di dalam Islam. Karena tidak seharusnya kita memilih pasangan yang beragama selain
daripada agama Islam.
Sebab agama adalah pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Wajah,
harta dan kedudukan adalah nomor kesekian, sebab inti dari kebahagiaan adalah
agama. Bila agama sudah berpindah maka dimanakah kita akan mencari kebahagiaan
dan ketentraman?.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Nabi saw, telah bersabda:
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر
بذات الدين تربت يداك. (رواه البخارى) .
Artinya:
“Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata : bersabda Rasulullah saw : Dinikahi
perempuan itu karena empat perkara, karena harta benda, keturunan,
kecantikan, dan agama, tetapi utamankanlah wanita yang kuat kepada agama,
agar kamu bahagia”.
3. Kenyataannya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen
Kita mengetahui bahwasanya Indonesia masih tergolong masyarakat yang
heterogen dan pluralistik, yakni masyarakat yang majemuk, bermacam-macam
golongan dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa
Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi
interaksi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian
berlanjut pada hubungan perkawinan.
Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat.
Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama
begi pembentukan negara dan bangsa. Mengingat pentingnya peranan hidup bersama,
pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara. Di sini, negara
berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan.
Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin
kompleks. Berkaitan dengan perkawinan belakangan ini sering tersiar dalam berbagai
media tentang terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan
bermasyarakat. Sebaga contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin
kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang
berbeda. 
Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali
berbeda, tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan
perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga
pasangan lintas agama. Namun perkawinan semacam itu seringkali menimbulkan
banyak permasalahan diantaranya pengakuan negara atas anak yang dilahirkan.
4. Keluarga bukan lagi penentu dalam memilih calon suami
Salah satu fenomena hukum yang menarik untuk dikaji bersama di masa
modern dan kontemporer ini adalah persoalan pengaturan hukum keluarga di
negara-negara muslim. Di mana suatu keluarga terbentuk dengan adanya suatu
perkawinan, yang mana perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan
kuat sebagai penghubung antara seorang pria dan seorang wanita.
Oleh karena itu, keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam
menentukan atau memelih calon suami bagi seorang wanita yang ingin melangsungkan
perkawinannya. Namun, di zaman yang penuh dengan fenomena ini keluarga tidak lagi
ikut andil dalam menentukan mana yang terbaik buat calon mempelai wanita.
Seolah-olah hukum keluarga lambat laun hilang dari peradaban masa kini.
 Sehingga bertebaranlah di mana-mana pasangan yang menikah dengan yang
berlainan agama dan tidak lagi menjadi persoalan yang rumit untuk dibahas pada
zaman sekarang. Salah faktor yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi
diantaranya; terperosoknya akhlak dan moral dalam suatu keluarga serta kurangnya
nilai agama yang diajarkan dalam keluarga.
5. Adanya kebebasan dalam memilih calon suami
6. Era globalisasi yang menyebabkan semakin terbukanya perkawinan antar suku
dan antar agama
Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di
dunia tidak menunjukkan adanya keberagaman, perbedaan itu tidak hanya antara satu
agama dengan agama yang lain, suatu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang
lain, suatu negara dengan negara lain, bahkan dalam satu agamapun sering terjadi
perbedaan dalam pengaturan masalah perkawinan.
Jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini, negara kita telah memasuki
era globalisasi (pasar bebas) di mana negara asing bebas masuk dan keluar tanpa ada
larangan dalam negara kita dengan membawa berbagai macam adat istiadat dan agama.
Oleh karena itu, sangat rentang menyebabkan terjadinya perkawinan antar agama di
negara kita karena masuk budaya-budaya asing barat.
Jadi keadaan dan kondisi yang demikian turut mempengaruhi pengaturan
hukum (perkawinan) di negara kita. Namun negara Indonesia sendiri termasuk bangsa
yang multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dengan
banyaknya agama yang diakui sah di anut oleh masyarakat Indonesia. Selain Islam ada
agama Hindu, Budha, Kristen, Khatolik dan lain-lain. Demikianlah ternyata keadaan di
suatu negara telah mempengaruhi bagi terbentuknya suatu hukum/aturan di negara
tersebut.
B.  Dampak dan Penaggulangan Perkawinan Beda Agama Dalam Masyarakat.
Perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut perkawinan didefenisikan
sebagai katan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai
suami-istri dengan tujuan hendak membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
 Oleh karena itu, dalam undang-undang yang sama diatur bahwa perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
 Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama
bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena
perkawinan campuran menurut undang-undang perkawinan sebagai perkawinan yang
terjadi antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA).
Oleh karena itu, undang-undang perkawinan dalam penafsiran resminya hanya
mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaannya
yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan
perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin
terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan.
 Belakangan ini banyak pasangan yang akhirnya memutuskan menikah dengan
pasangannya walau berbeda agama. Mengenai persoalan adanya ajaran agama yang
melarang hal ini semuanya kembali lagi kepada pribadi dan keyakinan masing-masing
pemeluk agama. Dan kita juga mengetahui bahwasanya terjadi simpang siur mengenai
perkawinan beda agama di Indonesia. Sebagian orang menyatakan bahwa hal itu
terlarang dan sebagian menyatakan sah-sah saja. Tentunya pernyataan tersebut tidak
bermaksud menentang ajaran agama lain.
 Banyak orang yang berpikir bahwa membina rumah tangga dengan keyakinan
yang berbeda akan menemukan banyak kesulitan. Mulai dari bagaimana harus berjiwa
besar ketikan pasangan kita akan merayaan dan menunaikan ibadahnya.
 Penyelesaian gangguan keseimbangan dalam rumah tangga dikarenakan
pelanggaran sepele mungkin tidak sulit diatasi, tetapi lain halnya dengan akibat
perkawinan antar agama yang berbeda, dikarenakan suami-istri masing-masing
mempertahankan agama yang mereka anut. Oleh karena itu, terkadang masalah beda
agama agaknya terlihat tampak sulit, selalu ada dampak negatifnya, diantaranya :
1. Dampak negatif pada lingkungan keluarga
Dampak negatif pada lingkungan keluarga adalah apabila seorang suami memiliki
kepribadian yang kuat maka dia akan mampu mempengaruhi istrinya dan bahkan
mungkin menjadikan istrinya agar mau memeluk agama Islam. Tetapi kadangkala
yang terjadi malah sebaliknya, kadang-kadang sang istri tetap berpegang teguh
dengan agama dan keyakinannya dan selalu melakukan aktifitas yang dianggap
boleh oleh agamanya, seperti minum khamar, makan daging babi dan bebas
bertaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Denga perilaku tersebut,
seorang wanita dan keluarga muslim akan retak dan berantakan serta anak dan
keturunannya akan hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kemungkaran.
Bahkan problem tersebut kadangkala akan bertambah lebih buruk apabila sang
istri yang fanatik (terhadap agamanya) sengaja dan tetap mengajak putra-putrinya
menemaninya  ke Gereja, lalu memperlihatkan kepada mereka bagaimana
cara-cara ibadah para Pendeta. Apalagi jika mereka sampai memperhatikan semua
itu, maka barang siapa yang tumbuh bersama sesuatu maka ia akan tercampuri
oleh sesuatu tersebut.
2. Dampak negatif pada lingkungan masyarakat
Banyaknya wanita-wanita ahlu kitab yang hidup dilingkungan masyarakat muslim
merupakan persoalan yang amat berbahaya dan yang lebih berbahaya lagi dari
semua itu adalah jika kondisi itu muncul dengan terencana. Adapun bahanya pada
lingkungan masyarakat adalah menyebabkan kemunduran umat Islam memang
nyata dan telah terbukti dan semakin memajukan taraf hidup umat Nasrani. Dalam
kondisi seperti ini, mereka sebenarnya adalah kurir-kurir pasukan ghzwuul fikri
(perang pemikiran) yang sangat berbahaya di dalam tubuh umat Islam dan akan
mengusung hal-hal buruk lainnya seperti budaya hidup bebas tanpa batas,
kebobrokan moral dan kebiasaan-kebiasaan kaum Nasrani yang sehari-hari mereka
kerjakan.
Hal ini diawali degan kebiasaan ikhtilath (bercampur baur) antara laki-laki dan
perempuan dengan diiringi munculnya pakaian-pakaian yang membuka aurat, baik
terbuka seluruhnya, separuh atau pakaian mini. Bahkan tidak jarng
kebiasaan-kebiasaan ini akan merembet kepada tari-tarian model barat, makan
dengan tangan kiri, dan memberikan ucapan penghormatan dengan bahasa selain
dari bahasa yang telah dianjurkan oleh Nabi.
3. Dampak negatif pada aspek politik
Hal ini seperti yang diceritakan Safar Aster (penulis kitab Perjanjian Lama)
tentang kisah seorang wanita Yahudi yang menikah denga raja Persia. Dia banyak
membantu penyebaran keturunan Yahudi di Persia. Sehingga ketika Perdana
Menteri Persia, Haman, hendak mengambil tindakan kepada kaum Yahudi, ia
malah membuat propaganda di hadapan raja seolah-olah masalah yang ada adalah
sang Perdana Menteri yang henda memberontak. Sehingga ketika datang hari
dilaksanakan hukuman, justru sang Perdana Menteri yang digantung ditempat
tiang gantung yang sebenarnya disiapkan untuk orang-orang Yahudi Mardhakai.
Lalu bersama sang Perdana Menteri ini ikut digantung pula para tentara sebanyak
75.000 (tujuh puluh lima ribu) orang pada tanggal 16 bulan Adzar. Sehingga
kemudian hari pada tanggal 14 bulan Adzar menjadi salah satu hari raya orang
resmi kaum Yahudi.
4. Dampak negatif dari perkawinan beda agama
secara global
Dampak yang ditimbulkan dari adanya perkawinan beda agama adalah tidak
memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan keputusan dan penetapan baik
dalam hal harta benda, anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama dan
selanjutnya akan menyisakan permasalahan ketika ada sengketa dalam penentuan
waris. Hal ini terjadi karena setiap menentukan dan menetapkan hal-hal yang
berhubungan dengan akibat perkawinan selalu berhubungan dengan sah tidaknya
perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama secara jelas tidak dapat dianggap
sah karena tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam
perkawinan.
Demikian pula dengan anak-anak mereka akan terkena dampaknya baik dari
segi fisik dan psikis. Adanya kesepakatan antara si suami dan si istri bahwa apabila
anak si A lahir, maka si A akan memeluk agama si ibunya atau sebaliknya. Namun
perjanjian tersebut akan memicu masalah baru yakni kecemburuan dari salah satu pihak
keluarga. Bahkan tidak menutup kemungkinan keluarga besar dari salah satu pihak
keluarga.
 Memang banyak ayat yang menerangkan tentang perkawinan pria muslim
dengan perempuan ahli kitab, tetapi kebolehan itu bukan sebagai jalan keluar dari
kebutuhan mendesak ketika itu. Tetapi juga karena seorang muslim mengakui bahwa
Isa as., adalah Nabi Allah pembawa ajaran agama. Sehingga pria yang biasanya lebih
kuat dari wanita jika beragama Islam dapat menoleransi dan mempersilahkan ahli kitab
menganut dan melaksanakan syariat agamanya, sebagaimana firman Allah swt, dalam
Q.S. Al-Kafirun/109: 6, yang berbunyi:
ö/ä3s9 ö/ä3ãYÏ u Í<ur Èûï Ï .
Terjemahnya:
“Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku”.
 Berbeda dengan ahli kitab yang tidak mengakui Nabi Muhammad saw, sebagai
Nabi. Di sisi lain perlu diingat bahwa para ulama membolehkan perkawinan pria
muslim dengan wanita ahlui kitab dalam ayat ini serta keberlakuan hukum tersebut
hingga kini.
 Perkawinan dengan wanita non Islam, berarti menikah dengan wanita asing,
peradabannya asing, bahasa dan tradisinya pun asing. Disaat Islam membolehkan orang
muslim menikah dengan wanita ahlu kita, maka yang diperhatikannya ada 2 hal sebagai
berikut:
1. Bahwa wanita ahlu kitab itu memiliki agama Allah, dengan demikian dia sama
dengan orang Islam dalam masalah beriman kepada Allah dan Nabi-Nya,
percaya akan adanya hari kiamat dan percaya akan nilai-nilai akhlak serta
Tuhannya secara menyeluruh.
2. Bahwa wanita ahlu kitab yang demikian itu jika hidup di bawah naungan
seorang suami yang benar-benar muslim dan di bawah kekuasaan masyarakat
Islam yang berpegang teguh kepada Islam, niscaya wanita itu akan
terpengaruh dan menerima agama Islam.
Jadi dengan demikian tidak ada kekhawatiran di masa-masa yang akan datang
akan pengaruhnya terhadap anak-anak, maupun suami, karena kekuasaan masyarakat
Islam disekitarnya lebih kuat dari pada apa saja yang dapat diupayakannya. Disamping
itu, kekuatan dan pengaruh suami akan keselamatan akidahnya dapat menghilangkan
kekuatan istrinya untuk memperngaruhi anak-anaknya terutama dari segi akidah.
Oleh karena itu perkawinan dengan wanita non muslim lebih baik dilarang demi
tercegahnya mudharat dan kerusakan, kecuali dalam keadaan memaksa dan darurat
mencegah suatu mudharat itu lebih utama daripada menarik mashlahat.
Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh
diutak-atik. Semua perangkat syariah dikerahkan untuk menjaga eksistensinya. Bahkan
kalau perlu nyawa harus direlakan. Dalam Ushul Fiqhi dijelaskan, term ini disebut
hifdz al-din, yang menempati rangkin pertama dalam urutan hal-hal yang sangat
dipelihara dalam Islam.
 Bisa saja, persoalan nikah beda agama dapat dipahami dalam segmen ini. Islam
tidak mau menjerumuskan umatnya ke lembah Neraka. Karena itu, Islam sama sekali
tidak mentolelir perkawinan dengan kaum atheis (orang yang tidak ber-Tuhan).
Larangan ini sangat tegas dan jelas karena menikah dengan orang musyrik atau
musyrikah akan menuntun kita pada jalan kesesatan, sebagaimana firman Allah swt,
dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 221, sebagai berikut:
y7Í´ ¯» s9'r é& tbq ã ô t n< Î) Í$¨Z9$# ( ª!$#ur (#þq ã ô t n< Î) Ïp¨Y yfø9$# Íot Ïÿøó yJ ø9$#ur
¾ ÏmÏRøÎ* Î/ ( ßûÎiü t7 ã ur ¾ ÏmÏG» t#uä Ä¨$¨Y= Ï9 öNßg ¯= yè s9 tbr ã ©.x tG t .
Terjemahnya:
“…Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.
 Jika sudah terlanjur cinta, apapun tentu akan dilakukan untuk mewujudkan
kebahagiaan bersama. Tidak peduli dengan perkataan orang atau bahkan keyakinan
(agama) yang berbeda.
 Akhir-akhir ini, semakin banyak pasangan yang akhirnya memutuskan untuk
menikah dengan pasangannya walau berbeda keyakinan (agama). Mengenai persoalan
ini, ada ajaran agama kita yang melarang untuk melangsungkan perkawinan tersebut,
akan tetapi apabila sudah terjadi maka semuanya dikembalikan kepada keyakinan
masing-masing yang bersangkutan (yang melakukan perkawinan beda agama).
Sebagaiman firman Allah swt, QS. al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi:
ö/ä3s9 ö/ä3ãY Ï uÍ< ur ÈûïÏ .
Terjemahnya:
“Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku”.
 Banyak orang yang berpikir bahwa membina rumah tangga dengan keyakinan
yang berbeda akan menemukan banyak kesulitan. Mulai dari cara mereka mendidik
dan mengarahkan anak-anak mereka, hingga bagaimana sikap berjiwa besar ketika
salah satu pasangan merayakan dan menunaikan ibadahnya. Memang terkadang
masalah beda agama agaknya terlihat tampak sulit. Tetapi ternyata tidak semua ada
dampak negatifnya, apabila kedua pasangan yang beda agama tersebut bisa
menempatkan dan menjaga segalanya sesuai dengan tugas dan kewajibannya
masing-masing. Satu hal yang sangat mendasar apabila perkawinan ini terjadi adalah
rasa toleransi dari tiap pasangan yang beda agama.
 Perkawinan beda agama bisa ditanggulangi dengan menanamkan nilai-nilai
agama sejak kecil, secara tidak langsung orang tua telah mendidik anaknya untuk bisa
bersikap dan berbuat hal yang baik. Hal ini tentu akan membawa sesuatu yang baik
pula bagi masa depan anak tersebut.
 Terjadinya perkawinan beda agama dikalangan masyarakat bisa kita
tanggulangi secara sedikit demi sedikit dan tentunya didukung oleh kesadaran setiap
individu untuk selalu menjaga iman dan ketakwaannya kepada Allah swt.
C.  Urgensi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Pidana Islam
1. Perkawinan beda agama ditinjau dari hukum pidana Islam
Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting
dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan maka
tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan
tradisi atau adat istiadat yang berlaku dikalangan masyarakat.
Perkawinan bernuansa keragaman ini banyak terjadi dan kita jumpai di dalam
kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hukum munakahat (perkawinan) yang
dibenarkan oleh Allah swt, adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah
di samping cinta dan ketulusan hati dari keluarga.
Landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami-istri akan tentram.
Penuh rasa cinta dan kasih sayang, keluarga mereka akan bahagia dan kelak
memperoleh keturunan yang sejahtera lahir batin.
Perkawinan juga termasuk ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai
penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu
keluarga atau rumah tangga. Dan dalam membentuk suatu keluarga tentunya
memerlukan suatu komitmen yang kuat antara pasangan tersebut.
Sehingga dalam hal ini undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada
pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang
melakukan perkawinan.
Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan
hal yang sangat penting dalam UU No. 1 tahun 1974 sehingga penentuan boleh
tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama.
Berdasarkan ajaran agama Islam, deskripsi kehidupan suami-istri di atas, akan
dapat terwujud apabila suami-istri melaksakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi
sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama makan akan timbul berbagai kesulitan
dilingkungan keluarga. Misalnya, dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak,
pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.
Sehingga perkawinan orang mukmin dengan orang musyrik itu akan
menyesatkan pihak orang muslim karena akan membawa kepada jalan kemusyrikan.
Ikatan suami dan istri itu bukan hanya hubungan seksual semata, melainkan hubungan
batin dan budaya. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dilarang di dalam Islam.
Kemungkinan yang lain juga boleh jadi bahwa orang musyrik itu yang malah menyeret
pasangan yang muslim, bahkan keluarga dan keturunannya menuju jalan kemusyrikan.
Perkawinan dengan kedua mempelai yang berbeda agama, dalam hal ini salah
satu mempelai bukan beragama Islam (selanjutnya disebut dengan perkawinan beda
agama) sesungguhnya merupakan permasalahan yang sudah jamak diketahui
hukumnya. Dalam istilah fiqhi dikenal dengan hukum maklumun minnad dinni bi
dharury atau sesuatu yang orang kebanyakan sudah tahu hukumnya. Seperti hukum
puasa ramadhan itu wajib, berhaji jikalau sudah mampu itu wajib, berzina itu haram,
dan sebagainya. 
Namun demikian, mengapa masalah ini kembali ditimbulkan?, bahkan tidak
sedikit buku-buku baik dari kitab klasik maupun buku yang terbit di jaman sekarang
yang membahas masalah ini dari berbagai segi. Padahal sudah dinyatakan bahwa
masalah ini termasuk maklumun mind din atau ‘semua’ orang sudah tahu.
Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul sebelum tahun
70-an. Setelah ditetapkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang
menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum agama
masing-masing, masalah baru muncul. Sehingga pada tangga 11 Agustus 1975, Majelis
Ulama daerah Jakarta mengeluarkan suatu pernyataan mengenai larangan bagi seorang
laki-laki muslim untuk menikahi seorang wanita bukan muslim, sekalipun dari ahli
kitab. Pada tanggal 11 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia saat dipinpim Prof. Dr.
Hamka, mengeluarkan fatwa yang melarang wanita muslimah untuk menikah dengan
pria non muslim dan pria muslim tidak diizinkan untuk menikah dengan wanita bukan
muslim.
Masalah perkawinan beda agama kembali muncul ke permukaan ketika muncul
berita perkawinan artis penyanyi terkenal Lidya Kandau yang beragama Kristen
dengan Jamal Mirdad seorang muslim lulusan Pesantren Tebu Ireng. Mengingat
terkenalnya dua sejoli dalam dunia selebritis membuat ekspos perkawinan mereka ke
mana-mana. Sehingga Majelis Ulama Indonesia Jakarta melalui ketuanya Ahmad
Musjidi pada tanggal 30 September 1986 mengeluarkan surat terbuka yang intinya
mendesak kaum muslimin agar tidak melakukan perkawinan beda agama atau antar
agama.
Dalam konsep konvensional maupun kontemporer (modernis), perkawinan
wanita muslimah dengan laki-laki non muslim telah disepakati keharamannya. Adapun
perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim masih terdapat perbedaan
dikalangan ulama. Sebagaimana ketentuan tentang perkawinan laki-laki muslim dengan
wanita non muslim diuraikan sebagai berikut:
a. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita
bukan muslim
Menurut Nahdlatul Ulama, haram hukumnya sebuah perkawinan antara
laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita yang
penyembah berhala, Majuzi atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir.
Yusuf Qardhawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim
denga wanita musyrik. Baik Nahdlatul Ulama maupun Yusuf Qardhawi mendasarkan
pada firman Allah swt, Q.S. Al-Baqarah/2: 221, sebagai berikut:
w ur (#qßs Å3Zs? ÏM» x.Îô³ßJø9 $# 4Ó®L ym £` ÏB÷sã 4 ×p tBV{ur îp oYÏB÷sB ×öyz ` ÏiB 7p x.Îô³B
öqs9 ur öNä3÷Gt6yf ôãr& 3 w ur (#qßs Å3Zè? tûüÏ.Îô³ßJø9 $# 4Ó®L ym (#qãZÏB÷sã 4 Óö7 yès9 ur í` ÏB÷sB
×öyz ` ÏiB 78Îô³B öqs9 ur öNä3t6yf ôãr& 3 y7 Í´ ¯» s9 'ré& tbqã ôt  n<Î) Í$ ¨Z9 $# ( ª!$# ur
(# þqã ôt  n<Î) Ïp ¨Yyf ø9 $# Ío t Ïÿ øóyJø9 $# ur ¾Ïm ÏRøÎ*Î/ ( ßûÎiüt7 ãur ¾Ïm ÏG» t# uä Ä¨$ ¨Y= Ï9 öNßg ¯= yès9
tbrã ©.xtGt .
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran”.
Namun terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama yakni tentang
siapakah musyrikah yang haram dinikahi sebagaimana yang dimaksud ayat di atas?,
menurut Ibnu Hajar at-Thabari, bahwa musyrikah yang dilarang dinikahi adalah
musyrikah dari bangsa Arab saj, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Al-Qur’an
memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka pendapat
ini, seorang laki-laki boleh menikahi dengan wanita musyrikah dari non Arab, seperti
wanita Cina, India dan Jepang yang diduga mempunyai kitab suci atau yang serupa
dengan kitab suci. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abduh juga sependapat
dengan ini.
Ada juga yang menyatakan bahwa wanita musyrikah adalah yang menyembah
Allah dan selain-Nya, misalnya menyembah berhala, bintang-bintang, api dan hewan.
Dan wanita yang seperti itu ialah wanita yang menginkari adanya Allah dan tidak
mengetahui agama samawi. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa semua
musyrikah baik dari bangsa Arab manupun non Arab selain ahlu kitab tidak boleh
dinikahi.
Mazhab Syafi’I sebagai yang ditulis oleh Dr. Wahbah az-zuhaili, beliau
berpendapat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir selain ahli
kitab seperti watsani, majuzi, penyembah matahari atau bulan, dan murtad adalah tidak
sah (batal) berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 221. al-Syirazi dalam
al-Muhazzab menegaskan bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan
orang/perempuan yang bukan ahli kitab yaitu orang-orang kafir seperti penyembah
berhala, dan murtad berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 221. al-Malibary
menyebutkan bahwa syarat wanita yang dapat dinikahi adalah wanita muslimah atau
kitabiyyah khalishah.
Al-Jazairi menyebutkan bahwa berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat
221, maka laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik, apapun
bentuk kemusyrikannya kecuali wanita tersebut masuk Islam. Ketentuan ayat di atas
ditakhsis oleh firman Allah surat Al-Maidah/5: 5, sebagai berikut:
tPöqu ø9 $# ¨@Ïm é& ãNä3s9 àM» t6Íh ©Ü9 $# ( ãP$ yèsÛ ur tûï Ï%©! $# (#qè?ré& |=» tGÅ3ø9 $# @ Ïm ö/ä3©9
öNä3ãB$ yèsÛ ur @ Ïm öNçl °; ( àM» oY|Áós çR ùQ $# ur z` ÏB ÏM» oYÏB÷sßJø9 $# àM» oY|Áós çR ùQ $# ur z` ÏB
tûï Ï%©! $# (#qè?ré& |=» tGÅ3ø9 $# ` ÏB öNä3Î= ö6s% !# sÎ) £` èdqßJçF ÷s?# uä £` èd uqã_ é& tûüÏYÅÁøtèC
uöxî tûüÅs Ïÿ» |¡ ãB w ur üÉÏ ­GãB 5b# y÷{r& 3 ` tBur ö àÿ õ3t Ç`» uKM} $ Î/ ôs) sù
xÝÎ6ym ¼ ã&é#yJtã uqèd ur  Îû Ío t Åz Fy $# z` ÏB z` ÎÅ£» sø:$# .
Terjemahnya:
“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan)
orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal
(pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga
kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita
yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum
kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya
gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima
hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat
termasuk orang-orang merugi”.
 Surat Al-Maidah ayat 5 di atas menunjukkan bahwa wanita ahlui kitab boleh
dinikahi, walaupun mereka mengatakan bahwa al-Masih adalah Tuhan. Wahbah
az-Zuhaili menyebutkan bahwa tidak halal bagi laki-laki muslim menita wanita
musyrikah atau watsaniyah yaitu wanita yang menyekutukan Allah dengan yang
lainnya.
 Ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah dan selain mereka menyamakan orang
murtad dengan musyrik. Kesimpulannya adalah terjadi kesepakatan tentang tidak
halalnya menikahi wanita yang tidak memiliki kitab seperti watsaniyah  dan
Majuziyyah.
Ibnu Rusyd, dalam fasal tentang penghalang menikahi sebab kafir, menyatakan
bahwa para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita
watsaniyyah. Sejalan dengan pendapat Ibnu Rusyd, Hasbi ash-Shiddieqi menyebutkan
bahwa hukum tentang tidak bolehnya menikahi wanita watsaniyyah (penyembah
berhala) telah disepakati oleh para imam mazhab.
b. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita
bukan muslim
Al-Syafi’I dalam kitabnya al-Umm juz VI, mengatakan; dihalalkan menikahi
wanita-wanita merdeka, ahli kitab bagi setiap orang Islam. Karena sesungguhnya Allah
Ta’ala menghalalkan wanita-wanita tersebut, dengan tanpa kecuali. Menurut Syafi’I
bahwa ia lebih menyukai jikalau wanita-wanita itu tidak dikawini oleh orang Islam.
Dikabarkan kepada kami oleh Abdul Majid dari Ibnu Juraij, dari Abiz-Zuabiri, bahwa
sesungguhnya ia mendengar Jabir bin Abdullah ditanyakan tentang perkawinan orang
Islam dengan wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Maka beliau menjawab: “kami
menikahi wanita-wanita itu pada zaman pembukaan (penaklukan) kota Kafah bersama
Sa’ad bin Abi Waqqash, dan kai hampir tiada menempati wanita-wanita Islam yang
banyak. Maka tatkala kami kembali, kami talak (ceraikan) mereka”. Jabir bin Abdullah
berkata: “wanita-wanita kitabi itu tiada mewarisi dari orang Islam. Dan orang-orang
Islam itu tiada mewarisi dari mereka. Wanita mereka itu bagi kita halal dan wanita kita
haram bagi mereka.
Menurut Syafi’I, ahli kitab (yang berpegang dan beriman kepada kitab) yang
halal mengawini wanita-wanita mereka yang merdeka, ialah: ahli kitab yang
termasyhur: Taurat dan Injil. Mereka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, tidak
Majuzi. Orang Sabi’in dan Samiri itu dari Yahudi dan Nasrani, yang halal mengawini
wanita mereka dan memakan sembelihan mereka. Kecuali, bahwa yang diketahui,
mereka itu berselisih dengan ahli kita tersebut pada pokok yang mereka menghalalkan
dari kitab dan yang mereka mengharamkan. Maka haramlah mengawini wanita
mereka.
Sebagaimana haram menikahi wanita Majuzi. Dan mereka itu men-ta’wil-kan,
lalu mereka berselisih. Maka tidak diharamkan oleh yang demikian akan wanita
mereka. Dan mereka itu daripadanya, yang halal mengawini wanita mereka dengan
yang halal mengawini wanita lain dari orang-orang tida lazim disebut nama Sabi’in dan
Samiri. Tidak halal mengawini wanita-wanita merdeka dari orang Arab, orang yang
beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena asal agama mereka adalah
agama yang benar. Kemudian mereka itu sesat dengan menyembah berhala.
Sesungguhnya mereka itu berpindah agama ahli kitab sesudahnya itu. Tidak, bahwa
mereka itu adalah orang-orang yang beragama dengan Taurat dan Injil, lalu mereka
sesat daripadanya, dan mereka mengada-adakan padanya.
Sehingga Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat
terhadap bolehnya menikahi kitabiyyah yaitu yang meyakini agama samawi sepeti
Yahudi dan Nasruni. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli kitab adalah ahlu
at-Taurat dan Injil. Mengenai halalnya menikahi wanita kitabiyah tidak ada syarat
apapun menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah, halalnya
menikahi Israiliyyah dengan syarat awal moyangnya masuk agama Yahudi sebelum
dinasah dan adanya perubahan.
Apabila terjadi keraguan tentang hal tersebut, Israiliyyah juga tidak halal
untuk dinikahi, sedangkan halalnya menikahi wanita nashraniyyah dengan syarat awal
moyangnya masuk agama tersebut sebelum di nasah dan sebelum terjadinya
tahrif/perubahan. Menurut Wahbah, pendapat jumhur ulama yang tidak mensyaratkan
apapun bagi kebolehan menikahi wanita kitabiyyah adalah rajih dibanding pendapat
as-Syafi’iyyah.
Sah menikahi wanita Yahudi dan Nasrani dengan syarat yang telah disebutkan
di atas perihal wanita Israel. Demikian pula dengan wanita Samiri dan Shai’bah. Jika
keduanya bersepakat dengan Yahudi dan Nasrani dalam ajaran pokok agama mereka,
walaupun keduanya tidak sepakat dalam hal-hal yang tidak bersifat prinsip. Keduanya
berbeda dalam ajaran pokok agama Yahudi dan Nasrani, maka keduanya haram untuk
dinikahi.
Bagi orang yang pindah agama, seperti orang Yahudi atau penyembah berhala
menjadi Nasrani atau sebaliknya, maka tidak akan diterima kecuali Islam. Hal ini
karena dia telah mengakui ketidakbenaran agama baru yang dipeluknya.
Berdasarkan ayat 5 surat al-Maidah yang telah disebutkan, dan didukung oleh
sunnah Nabi dan praktik para sahabat, dengan menukil pendapat para ulama.
Memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahluu kitab. Dalam hal ini
Nabi menikah dengan Maria Qibtiyah (wanita ahluu kitab dari Nasrani). Demikian pula
sahabat Nabi seperti Usman bin Affan dan Hudzaifah menikah dengan wanita ahluu
kitab.
Akan tetapi, ada sebagian ulama yang melarang perkawinan antara seorang
muslim dengan wanita Nasrani atau Yahudi. Karena pada hakekatnya doktrin dan
praktik agama mereka mengandung unsur syirik yang cukup jelas, seperti mengakui
Isa dan Maryam sebagai Tuhan (Nasrani) dan kepercayaan Uzair adalah putra Allah
(Yahudi).
c. Perkawinan antara seorang wanita muslim dengan laki-laki
non muslim
Ulama telah sepakat bahwa perkawinan antara seorang wanita muslimah
dengan laki-laki non muslim, baik musyrik maupun ahli kitab adalah dilarang.
Disepakati, bahwa tidak sah wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, baik
merdeka maupun tidak. Tidak sah pula wanita murtad menikah dengan siapapun, tidak
dengan laki-laki muslim  karena wanita tersebut telah kafir dan tidak mengakui
apapun, dan tidak sah pula menikah dengan laki-laki kafir karena masih adanya ikatan
pada dirinya.
Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah swt, surat al-Baqarah ayat 221
sebagai berikut:
... w ur (#qßs Å3Zè? tûüÏ.Îô³ßJø9 $# 4Ó®L ym (#qãZÏB÷sã 4 Óö7 yès9 ur í` ÏB÷sB ×öyz ` ÏiB
78Îô³B öqs9 ur öNä3t6yf ôãr& ...
Terjemahnya:
“…dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang
mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu…”.
 Dalam hal ini, terjadi perbedaan perlakuan antara wanita dan pria muslim.
Kenapa wania muslim dilarang menikah dengan pria musyrik atau ahli kitab, sementara
pria muslim diperbolehkan oleh sebagian ulama untuk menikah dengan wanita ahluu
kitab?. Dalam hal ini, bisa diberikan sebuah alasan hukum, bahwa surat Al-Baqarah
ayat 221, memang sama-sama melarang wanita dan pria muslim untuk menikah dengan
orang musyrik atau musyrikah. Akan tetapi, pada sisi lain Allah juga berfirman dalam
surat Al-Maidah ayat 5, yang menyatakan bahwa terdapat wanita muhshanat (yang
terpelihara) dari mu’minat dan ahli kitab serta adanya sunnah Nabi dan praktik yang
dilakukan oleh sahabat.
 Landasan ini, maka kebolehan menikah dengan wanita ahlui kitab hanya
diperuntukkan bagi pria muslim dan bukan sebaliknya. Dalam hal ini al-Jurjawi,
Muhammad Ali ash-Shabuni dan Yusuf Qardhawi, memberikan penegasan bahwa
dilarangnya wanita muslimah menikah dengan pria ahli kitab adalah semata-mata untuk
menjaga iman mereka. Sebab lumrahnya, istri mudah terpengaruh oleh suaminya
sehingga dikhawatirkan mereka akan terpedaya dan pindah keagama yang dianut oleh
suaminya.
2. Perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif
Perkawinan membawa akibat hukum yang penting terutama pasangan
suami-istri itu sendiri.
Dalam perkawinan terdapat suatu hubungan hukum, hak dan kewajiban untuk
tinggal dala satu rumah, antara satu sama lain, saling setia, berkewajiban memberikan
makanan, pakaian, pemeliharaan. Hak untuk mendapatkan warisan dan lain-lain. Istri
mendapat status sebagai wanita yang sudah kawin dan tidak bisa lagi bertindak sediri
mengikuti keinginan masing-masing.
Perkawinan membawa banyak dampak yang berhubungan dengan harta benda.
Selanjutnya perkawinan juga sangat penting bagi keturunan yang dihasilkan. Antara
suami dengan istri terdapat hubungan kekeluargaan yang diakui oleh hukum, satu sama
lain diantara mereka akan muncul hak dan kewajiban.
Nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hanya memperhatikan
hubungan perdatanya saja. Oleh karena itu, tidak terdapat ta’rif (defenisi) perkawinan
di dalam KUH Perdata. Tetapi pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang
ada pada setiap negara berlaku mengenai suatu ketentuan kehidupan bersama antara
seorang laki-laki dengan seorang wanita. Sedangkan dalam “eerste nederlanse
systematich ingrecthe encyclopedia” ditulis tentang perkawinan menurut Kitab
Undang-undang Hukum Perdata adalah:
“Perkawinan menurut hukum perdata adalah kebalikan dari perkawinan agama,
diakui oleh undang-undang, dilangsungkan dihadapan pejabat yang ditetapkan
oleh pemerinttah”.
 Jelas bahwa perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
terlepas dari semua peraturan-peraturan yang terdapat dalam agama manapun.
Perkawinan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berdasarkan
agama tetapi hanya dari hubungan yang disimpulkan dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata.
 Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan hanya dipandang sebagai
hubungan keperdataan saja. Artinya tidak ada campur tangan dari undang-undang
terhadap upacara-upacara keagamaan yang melangsungkan perkawinan.
Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang
dilangsungkan seorang dihadapan pegawai catatan sipil.
 Demikian juga dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
yang berlaku di Indonesia. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan, hanya
dibutuhkan dua macam syarat yaitu:
a. Syarat Materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada
umumnya, syarat ini meliputi:
1. Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan
pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan
perkawinan. Pada umumnya syarat itu meliputi:
a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai
sorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami (Pasal 27 KUH Perdata).
b. Persetujuan dari calon suami dan istri (pasal 28 KHU Perdata)
c. Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan
ingin kawin kembali (Pasal 34 KHU Perdata)
d. Harus ada izin dari orang tua atau wali bagi anak-anak yang
belum dewasa dan belum pernah kawin (pasal 35-pasal 49
KHU Perdata).
2. Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi
seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri dari 3
macam:
b. Larangan kawin dengan keluarga sedarah.
c. Larangan kawin karena zinah.
d. Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan
setelah adanya perceraian jika belum lewat waktunya satu
tahun.
b. Syarat Formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan
dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai catatan sipil (pasal 50-51
KHU Perdata).
Namun sejak diberlakukannya undang-undang Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan seperti disebut pada pasal 66
undang-undang hukum perdata, maka semua ketentuan perkawinan terdahulu seperti
GHR, HOCI, dan perdata barat (Burgelijk Wetboek) serta peraturan perkawinan
lainnya sepanjang telah diatur dalam undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Pasal 21 (1) undang-undang perdata berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Di dalam
penjelasan undang-undang perdata dinyatakan bahwa, dengan perumusan pasal 2 (1)
ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Prof. Dr. Hazairin, SH., secara tegas
menafsirkan pasal 2 (1), bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan
melanggar hukum-hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Nasrani/Kristen
dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang sering kita jumpai di Indonesia.
Perkawinan campuran karena berbeda agama selalu hangat dan pelik untuk
dibicarakan karena itu berhubungan dengan akidah dan hukum. Dalam bukunya, Rusli
(1984) menyatakan bahwa: “perkawinan antar agama tersebut merupakan ikatan lahir
batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama, menyebabkan dua
peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan
sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk
keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu, dikalangan para ahli dan praktisi hukum, kita jumpai ada tiga
pendapat yang berbeda dalam memandang undang-undang perkawinan bila
dihubungkan dengan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.
Pendapat pertama:
Menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan pelanggaran terhadap
undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 (1) dan pasal 8 huruf
(f), di mana pasal tersebut berbunyi: mempunyai hubungan yang oleh agamanya
atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
Pendapat kedua:
Menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat
dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Sehingga
pendukung mazhab ini berargumen bahwa pasal 57 yang mengatur tentang
perkawinan campuran menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia
tunduk pada hukum yang berlainan. Oleh karena itu, pasal ini tidak saja
mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan,
melainkan juga antara dua orang yang berbeda agama. Dan untuk itu,
pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh pasal 6 peraturan
perkawinan campuran (GHR).
Pendapat ketiga:
Menyatakan bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam
undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, dengan anggapan bahwa
undang-undang itu belum mengatur, masih dapat diberlakukan. Dengan
demikian, untuk persoalan perkawinan antar agama haruslah merujuk kepada
peraturan perkawinan campuran.
 Ketiga pendapat di atas maka penulis mengemukakan pandangan bahwa
sebaiknya penentuan boleh tidaknya perkawinan antara seorang yang berbeda agama,
sehingga lebih baik, aman dan tidak menimbulkan masalah dan tidak akan
menimbulkan sanksi. Hal ini ada baiknya juga dikembalikan kepada hukum agama
yang mengatur hal tersebut.
 Kendati demikian dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan
antara pemeluk agama dalam Bab Larangan Perkawinan pada pasal 40 point “c”
dinyatakan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan
bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang
pria yang tidak beragama Islam”.
 Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan dengan jelas
bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon
suami-istri bergama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang
memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama.
 Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 1 Ordonasi
perkawinan Indonesia-Kristen mengatur: pasal 26 kitab Undang-undang Hukum
Perdata yang menyatakan “nikah itu oleh undang-undang hanya yang diperhatikan
perhubung sipilnya (hubungan perdata) saja”.
 Pemikiran tentang pemisahan antara civil marriage dan religius marriage yang
sangat dipengaruhi oleh peradilan hukum berdasarkan pengaruh hukum barat. Pasal 26
Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas mempunyai maksud bahwa perkawinan
yang tunduk kepada hukum tersebut. Sah atau tidaknya bergantung kepada apakah
perkawinan itu mempunyai syarat-syarat yang tertulis dalam undang-undang atau
tidak, sedang syarat-syarat menurut agama dikesampingkan.
 Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan antar
agama tidak diatur; karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan agama, yaitu ada
halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami, calon istri yang berbeda agama. Hal
ini sesuai denan yang dikehendaki dalam pasal 2 (1) dan pasal 8 undang-undang
perkawinan.
 Pasal 2 undang-undang perkawinan menunjuk paling pertama kepada hukum
masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Sedangkan
menurut penjelasan pasal 2 itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. oleh Prof.
Dr. Hazairin, SH., ditegaskan bahwa bagi orang Islam tidak kemungkinan untuk kawin
dengan melanggar hukum agama sendiri. Dengan demikian juga bagi orang
Nasrani/Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti dijumpai di
Indonesia.
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 point c dan pasal 44
dengan tegas melarang perkawinan antar agama baik laki-laki muslim dengan wanita
non muslim maupun wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Sedangkan dalam
hukum Islam, terdapat dua pandangan mengenai perkawinan beda agama. Padangan
pertama, menyatakan bahwa perkawinan beda agama dengan golongan musyrik
dilarang (haram). Berdasarkan pandangan kedua, dikenal dengan adanya perkawinan
beda agama halal, hal ini didasarkan pada surah al-Maidah ayat 5 yang menyatakan
bahwa laki-laki muslim boleh mengawini wanita non muslim, akan tetapi tidak berlaku
untuk sebaliknya.
3. Sanksi perkawinan beda Agama ditinjau dari aspek hukum positif dan
hukum pidana Islam
  Sanksi adalah ancaman hukuman yang diberikan atas tindakan seseorang yang
melanggar kaidah dan aturan-aturan norma yang berlaku yang telah ditetapkan di
dalam suatu kelompok masyarakat ataupun negara. Dengan melihat kedu penjelasan di
atas, baik itu perkawinan beda agama menurut hukum positif mapun perkawinan beda
agama menurut hukum islam itu sama-sama melarang perkawinan beda agama begitu
pula dalam hal sanksinya. 
Dalam hal penetapan sanksinya mereka yang melakukan perkawinan beda
agama akan mendapat sanksi berupa pengucilan terhadap masyarakat dan akan
mendapatkan sanksi berupa sanksi moral serta terputusnya akhli waris dam
keluarganya.





 Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini penulis kemukakan beberapa hal
sebagai kesimpulan, sebagai berikut :
1. Terjadi kontroversi pendapat dikalangan ulama mengenai perkawinan beda
agama. Sebahagian ulama menyatakan bahwasanya perkawinan antara laki-laki
muslim dengan wanita kafir selain ahli kitab seperti Watsani, Majuzi,
penyembah matahari atau bulan, dan murtad adalah tidak sah (batal)
berdasarkan Q.S. Al-Baqarah: 221, namun adapula pendapat ulama yang
memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab
berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 5 dan didukung oleh sunnah Nabi dan
praktek para sahabat.
2. Pernikahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Positif, perkawinan
ditentukan oleh hukum yang ada pada negara yang berlaku mengenai suatu
ketentuan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 57, perkawinan
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campuran hanya menitik beratkan pada tata cara yang diatur oleh pasal 6
peraturan perkawinan campuran (GHR). Namun Kompilasi Hukum Islam
(KHI) melarang terjadinya pernikahan beda agama baik laki-laki muslim
dengan wanita non muslim demikian juga sebaliknya berdasarkan 40 point “c”
dan pasal 44 KHI, begitu pula dengan pendapat berbagai ulama melarang
terjadinya perkawinan beda agama, kecuali dengan beberapa syarat.
3. Hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam mempunyai persamaan
persepsi bahwasanya pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan
laki-laki ahli kitab, atau Majuzi dalam artian beda agama terdapat ketidak
absahan dalam perkawinan begitu pula dalam hal penetapan sanksinya dalam
penetapan sanksinya mereka yang melakukan perkawinan beda agama akan
mendapat sanksi berupa pengucilan dalam masyarakat dan sanksi moral serta
dalam hal ahli waris dalam keluarganya maka akan terputus.
B. Saran
 Bahwa dengan ketidak tegasan pemerintah dalam mengatur perkawinan beda
agama sebagaimana tidak adanya aturan tersebut pada UU No.1/1974, maka bersama
ini kami sarankan bahwa :
1. Perlu rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan antar agama, karena dalam
UU No. 1/1974 Tentang Hukum Perkawinan belum jelas dan tuntas dalam
mengatur perkawinan beda agama.
2. Dalam revisi terhadap Undang-undang Perkawinan perlu kejelasan tentang
status hokum dan sanksi bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan beda
agama.
3. Bagi calon suami-istri sebelum melaksanakan perkawinan harus
mempertimbangkan nasihat agama yang dianut masing-masing pihak, karena
sahnya perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaannya.
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